PEMERINTAH KABUPATEN PESISI SELAT AN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax, ((0756) 21404 Vainan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN PESISIRSELATAN

NOMOR :521.3/ (p| /Kpts/Distan-Ps/2022

TENTANG

PENETAPAN PERTEMUAN SOSIALISASI PENERIMA BANTUAK AVEN
(SATKER 08) PADA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAX

PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TAXI

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka penyamaan presepsi tenizng

pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Praszranz
Pertanian Pada Sub Kegiatan Pembzngunzn,
Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usshz
Tani Tahun Anggaran 2022 pada Dinss Periznizn
Kabupaten Pesisir Seclatan, perlu dilaksznzlkzn
sosialisasi;

. bahwa agar pelaksanaan sosiasliszsi terseiut

terlaksana sesuai dengan yang diharapkzn, mzkz
perlu ditetapkan dengan keputusan Kepzls Dinzs
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

. Undang - undang Nomor 12 tzhun 1956 tentzng

pembentukan Daerah Otonom Kabupten ézlem
lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang ~
Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undzng -
Undang Nomor 58 tahun 1958;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentzng

' Pembentukan Daerah Otonom Kzbupzten dzlzm

lingkungan Daerah Propinsi Surmaterz TV",»‘
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 1955
Nomor 25) Jis Undang - Undang Nomor 21 drt Tzhun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesiz
1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negarz reputi<
Indonesia Nomor 1643;
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3.

6.

10.

11.

Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok - pokok Kepegawaian;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,;

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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Memperhatikan :

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016 Tahun 8 Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan; dan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun
2021 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022

Keputusan  Bupati Pesisir  Selatan  Nomor
900/27/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022.

Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Lingkup
Bidang Prasarana Sarana Pertanian;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU ! Melakannnkan  Pertemuan  Sosinlisnsl  Penerima
Nantunn APAN Satker 08 Tahun Anggaran 2022,
Pelakannann  Kegintan  Pembangunan  Prasarann
Pertanian  pada  Sub  Kegintan Pembangunan,
Rehabilitasi  dan  Pemeliharann  Jaringan Irignsi
Usnha Tani pada Dinas Pertanian Kabupnaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu)
kali;

KEDUA 2 Tempat, jumlah peserta, dan rincian  biaya
Pertemuan Sosialisasi  Penerima  Bantuan APBN
Satker 08 Tahun Anggaran 2022, Pelaksanann
Kegintan Pembangunan Prasarana Pertanian pada
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi  dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani pada
Dinas Pertanian  Kabupaten  Pesisir Selatan,
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan
ini;

KETIGA t Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen
Pelaksana  Anggaran pada Sub Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku sejak  tanggal
ditetapkan  dengan  ketentuan bahwa segala
sesuatunya akan ditinjau/diubah mestinya jika
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan.
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

KEPA INAS

NIP. 19780519 200501 1 009
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kab. Pessel C/q Kabaq Administrasi Pembangunan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
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